BUPATI GORONTALO

PROVINSI ORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 2.3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN GORONTALO

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALOQO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran

1.

Bab II huruf ¢ angka 9 dan huruf { angka 19 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi
hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari APBD
Kabupaten Gorontalo.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);



3.

[

\)a

Undane-Undanc Momaor 17 Tahumn 20012 tentano
Keuangan  Negarvoo ombaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2003 Noawr 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indoncoir Nomor 4286); scbagaimana telah
diubah beberaps woli terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahur 2020 tentang  Penetapan  Peraturan

Pemerintah  Penggan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020 tentang Kebijnkan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan ouk Penanganan Pandemi Corona Virus

Discasc 2019 Covid-19)  dan/atau  Dalam Rangka

Menghadapi Ancaian yvang Membahayakan Perekonomian

INedS oo [N N I N S S NP F F I Coadiligeni SIUE el

Undang-Undang

Tahun 2020 N

Republik Indonces: ..

~or o 87,

Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara

Nomor 64885)

Undang-Undang  ~Nomor ] Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republili  Indonesia Nomor 4355); sebagaimana

telah divubah beber oo kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang  Penetapan  Peraturan

Pemerintah  Pengeann Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebiukan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan tniuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Discase 2019 (Covid-19) dan/atau  Dalam  Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perckonomian
Nasional dan/atau Stabilitas  Sistem Keuangan Menjadi

Undang-Undang (  Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

[.i""" ab ! v "'n "i Mo v { '\JEMHQ l(‘;;\uﬁ.’:f})i

T




10.

1.

Undang-Undang  “omor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan  Keivccgan  Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Dicrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nonor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonc i Nomor 5587) scbagaimana telah
diubah beberape kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor Il Tahi. 2020 Tentang Cipta Kerja  (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 243,
Tambahan Lembioran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan  Pemeriiniah Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan Ibuikot Kabupaten Dati 1l Gorontalo dari
Isimu ke Limbots (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nonor 435, Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indones:: Nomor 3147);

Peraturan Pemerniah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun
2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor «037);

Peraturan Pemernnah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
[Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum  Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Negert Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

o
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Menetapkan

12. Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Toeknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita: Negara lndonesia Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN A PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING  DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER
DARI APBD KABUPATEN GORONTALO

SAR
KISTIONT AN UMUM

s |l

Dalam Peraturan Bupan ini vang dimaksud dengan:

1.
2.

S.

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah  ducrsty adalah Bupati  sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang  memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan dacrai otonom.

Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang  berkeduduxan  sebagali unsur  penyelenggara
Pemerintahan Dacrah

Bupati adalah Bupat Gorontalo.

Keuangan dacrah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam ranglka penvelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk  kekavaan vang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Pengclolian keuangan dacrah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

daerah.
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13.

14.

Anggaran  Penduapoian dan Belanja Daerah,  vang
selanjutnva disinckat APBD  adalah rencana keuangan
tahunan pemerint:ii.n daerah yvang dibahas dan disetujui
bersama  oleh  Poraerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.,

Satuan Kerja Peraneikat Dacrah yvang sclanjutnya disingkat
SKPD adalah perongkat daerah pada Pcemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD i Jah perangkat dacrah pada pemerintah
daerah selaku penvguna anggaran/pengguna barang, yang
Juga melaksanaka: pengelolaan keuangan daerah.
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dacrah adalah
kepala  dacrah vang  karena Jabatannya mempunyai
kewenangan mens clenggarakan  keseluruhan pengelolaan
keuangan daerak

Pejabat Pengelol. Keuangan  Daerah vang sclanjutnya
disingkat PPKD «dulah kepala satuan kerja pengelola
keuangan dacrah vang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Dacrah.

Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
Tim  Anggaran  Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat  TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati vang dipimpin oleh Sckretaris Daerah
yang mempunyal tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Bupat dalam rangka penyusunan APBD yang
anggolanya terdiri pejabat perencana  daerah, pejabat
pengelola keuangan daerah dan  pejabat lainnya sesuai
kebutuhan.

Rencana  Kerja Pemerintah Daerah  yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan  daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana  Kerja dan Anggaran SKPD  yang selanjutnya

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat
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16.

17.

18.

19.

20.

rencana pendap.c o dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat rencans pendapatan,  belanja dan pembiayaan
SKPD vang meliicsanakan fungsi bendahara umum daerah
yang digunakan  scbagai dasar  penyusunan rancangan
APBD.

Dokumen Pelakscrocan Anggaran SKPD yang sclanjutnya
disingkat  DPA SkPD  adalah  dokumen  yang  memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan,  belmja dan pembiayaan  SKPD yang
melaksanakan nosi bendahara umum  daerah yang
digunakan schize dasar  pelaksanaan anggaran olch
pengguna anggarin,

Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau
jasa kepada Penierintah atau Pemerintah Daerah lainnya,
BUMD/BUMN, Budan dan  Lembaga, serta  Organisasi
Kemasyarakatan vang Berbadan Hukum Indonesia, dan
Partai  Politik  varyg  sccara  spesifik  telah  ditetapkan
peruntukannya, bersifar tidak wajib dan tidak mengikat
serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undungan yang bertujuan untuk mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

Naskah Perjanjiarn Hibah Dacrah selanjutnya disingkat
NPHD adalah naskad perjanjian hibah yang bersumber dari
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah antara
pemerintah dacrah dengan penerima hibah;

Organisasi  Kemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat  sccara sukarcla  berdasarkan  kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
vang berdasarkan Pancasila.

Surat Permintaan Pembayaran yang sclanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
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21.

22.

pengeluaran untuic mengajukan permintaan pembayaran;
Surat Perintah Mcnibayar vang sclanjutnya disingkat SPM
adalah  dokumcn vang  digunakan/diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa  pengguna  anggaran untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran DPA-SKPD;

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana viang diterbitkan oleh Bendahara Umum

Daerah berdasark:n SPM.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini sebagai
pedoman dalam pemberian hibah  yang bersumber dari
APBD.
Tujuan  diundangkannya  Peraturan Bupati ini agar
pelaksanaan pemberian hibah yang bersumber dari APBD

berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB 111
RUANG LINGKUP

Yasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

b
c.
d

™o

Umum;

Penganggaran;

Pelaksanaan dan Penatausahaan;
Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
Monitoring dan Evaluasi;

Sanksi

BAB IV
UMUM
Pasal 4
Pemerintah Dacrah dapat memberikan Hibah kepada:

a. pemerintah pusat;

9
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o

b. pemerintah .. v lainnva;

c. badan usaha nilik negara:

-1 | T T, Iy

e. badan, lemb:. . dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan huli Indonesia; dan

f. partai politik.

Pemberian  hibal: berupa uang, barang atau jasa

dianggarkan dalim APBD  sesuai dengan kemampuan

keuangan dacral sctelah memprioritaskan  pemenuhan

belanja urusar v orerintahan wajib dan belanja urusan

pemerintahan  poiban,  kecuali ditentukan  lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Hibali sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk n.enunjang pencapaian sasaran, program,

kegiatan, dan st kegiatan pemerintah  daerah  sesuai

kepentingan Duacral dalam mendukung  terselenggaranya

fungsi pemerintatbian, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan  memperhatikan asas keadilan,  kepatutan,

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian Hibal <cbagaimana  dimaksud pada ayat (1)

memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya sceara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

I kepada pemermtah pusat dalam rangka mendukung
penvelenggaraan  pemerintahan  daerah sepanjang
tidak tumpang tindih  pendanaannya dengan APBN
scsual  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannyva berdasarkan ketentuan  peraturan
perundang-undangan:

3. partal politik dan/atau

4. ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-

undangan,;

s st
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(3)

d. memberikan i manfaat bagi pemerintah  daerah
dalam mendukiong terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

€. memenuhi persvaratan penerima hibah.,

Poasal 5

Hibah kepada pemerintah pusat scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 cvae (1) hurut a dilakukan dengan ketentuan:

a. diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian s lembaga pemerintah non kementerian yang
wilayah  kerionva berada dalam daerah yang
bersangkution:

b. dilarang tumpang  undih pendanaannya  dengan
anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. unit kerja  pada Kementerian Dalam  Negeri yang
membidang Lrusan pemerintahan di bidang
administrast kependudukan dapat memperoleh hibah
dari pemerintah dacrah untuk penyediaan blanko kartu
tanda penduduk clektronik;

d. penvediaan  sctiap keping  blangko  kartu  tanda
penduduk clekironik udak didanai dari 2 (dua) sumber
dana vaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan
dan belanja negara; dan

Co divlin, o wig s T TR
berkenaan,

Hibah kepada pemerintah daerah  lainnya  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada

daecrah otonom baru hasil pemckaran dacrah sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usana milik negara  sebagaimana

dimaksad dalam Pasal 4 avat (1) huruf ¢ diberikan dalam

rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tty omarda hadan nanna mililk dacerah sebavaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan

g . 0 AR S 4
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ketentuan :

a.

diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang
diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali

uang atau jasa.

Hibah kepada badan, lembaga dan kepada organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan
ketentuan :

a. hibah kepada badan dan lembaga:

1. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela
dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

2 badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang
telah memiliki surat keterangan terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;

3. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan  perkembangan
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat
daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

4. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya.

b. hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan
badan hukum dari kementerian yang membidangi

HOROG | S1@0 | As 3 | SEKDA [wABUP
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(2)

-11-

urusan hukun: dan hak asasi manusia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:
1. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa
sclempal atau sebutan lainnya; dan
3. berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Dacrah dan/atau badan dan Lembaga
vang berkedudukan di luar wilayah administrasi
Pemerintaly Dacrah untuk menunjang pencapaian
sasaran - program, kegiatan dan sub kegiatan
pemerintah dacrah pemberi hibah.
d. hibah  kepuadi  organisasi kemasyarakatan  dapat
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
L telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia;
2. berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
3. memiliki - sckretariat tetap di - daerah  yang
bersangkutan.
Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) hurul o angka 2 dapat diterbitkan oleh Kepala
Perangkat Dacrah herdasarkan wewenang yang diberikan

oleh Bupat.

Pasal 6

oy 1 + 4 : AR 1 2 v m S DN SNL TR BN [N I

Pasal 4 ayat (1] hurul [ berupa pemberian bantuan
keuangan kepada partai poliuk yang mendapatkan kursi di
DPRD  kabupaten  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Besaran dan tatacara pemberian belanja hibah berupa
bantuan keuangan kepada partai politik  sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BABV
PENCGANGGARAN

Pasal 7
Penerima Hibadr sebugaimana dimaksud pasal 4 ayat (1)
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati
atau Kepala SKPD terkait.,
Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi
usulan scbagananag dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal usu.n atau proposal sebagaimana dimaksud
ayat (1) diterima oleh SKPD terkait, SKPD terkait langsung
melakukan verifikosi,
Verifikasi scbagiimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada
ketentuan hibah sebaguimana dimaksud dalam pasal 5.
Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menvampaikan hasil verifikasi kepada Bupati.
Bupati menyampaikan hasil verifikasi ke TAPD sebagaimana
dimaksud avat (3) untuk dibahas.
Pembahasan TAPD  berkenaan  dengan prioritas  dan
kemampuan keuangan dacrah.
Hasil pembahasan TAPD menjadi dasar penganggaran SKPD

terkait.

Pasal 8
Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (8)
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam
rancangan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pencantuman  alokast anggaran  sebagaimana  dimaksud
pada avat (1), meliputt anggaran hibah berupa uang,

barang, dan/atau jas.

Pasal 9
Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam
RKA- SKPD.
RKA-SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan

perundang-undangan.
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Hibah scbhagaimiina dimaksud dalam  Pasal 8 ayat (1)
dianggarkan padia SKPD terkait dan dirinci menurut objek,
rincian objek, dun sub  rincian  objek pada program,
kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat dacral terkait.
Belanja  hibah  vang  bukan merupakan urusan dan
kewenangan pemerintah dacrah sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang  bertujuan  untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah dacrah, dianggarkan pada perangkat
daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Objek, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja
hibah schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah
kepada:
a. Pemermtah
b. Pemerintah Dacrah Lainnva

Badan Usaha Milik Negara (BMUN)
d. Badan Usaha Milik Dacrah (BMUD)
e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan

vang Berbadan Hukum Indonesia
f. Parta Politik
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah
dicantumlkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang

Perjabaran APBD.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12
Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis
barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang

APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
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(2)

Keputusan Bupuai: scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar penyvaluran/penyerahan hibah.

Pasal 13
Setiap pembericr. hibah  dituangkan dalam NPHD yang
disusun Kepala SKPD sclaku Pengguna Anggaran.,
NPHD  scbagaimana  dimaksud ayat (1) ditandatangani
bersama Kepala SKPD  selaku  Pengguna Anggaran dan
pencerima hibah.
NPHD sebagaiman: dimaks d pada ayat (1) paling sedikit
memuatl ketentuan mengena:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibal;
d. hak dan kewapban;
¢, lata cara penyaluran/penyerahan hibah;

f. tata cara pelaporan hibalidan

Pasal 14
Penyaluran/penyerahan hibah  dari pemerintah  daerah
kepada penerima hibah dilakukan setelah
penandatanganan NPHD.
Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan

mekanisme pembavaran langsung (LS).

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman

pada peraturan perundang-undangan.

BAL VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penerima  hibah  menyampaikan  laporan penggunaan hibah

kepada Bupati melalur SKPD terkant,
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Pasal 17

Hibah berupa uang, barang dan/atau Jasa dicatat scbagai

realisasi objek belanja hibah pada Jenis Belanja Operasi dalam

program, kegiatan, sub kegiatan SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban  SKPD  terkait  atas pemberian  hibah

meliputi :

d.

b.

C.

(<)

Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala dacrah;
Keputusan kepala SKPD sclaku Pengguna Anggaran tentang
penetapan daftar penerima hibah;

NPHD;

Pakta integritas dari pencrima  hibah yang menyatakan
bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan
NPHD; dan

Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau
bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah

berupa barang/jasa.

Pasal 19
Penerima hibah  bertanggungjawab  sccara formal dan
materias atas penggunaan hibah yang diterimanya.
Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a.  laperan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan
bahwa hibah yang ditcrima telah digunakan sesuai
NPHD; dan

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai

o

peraturan  perundang-undangan bagi penerima hibah

berupa  uang atau  salinan  bukti  serah terima

barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan hurufl b disampaikan kepada kepala daerah
melalui SKPD - terkait paling lambat  tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain

sesual peraturan perundang-undangan.

s oo

’w\ -8

IR IR
Sy a0y

T

o



(4) Pertanggungjawaban scbaginimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh pencrima hibah

sclaku obvek pemeriksaan.

Pasal 20
(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan
pemerintah dacrah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima hibah  sampai aengan akhir tahun  anggaran

berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB VII
SANKSI
Pasal 21
(1) Penerima hibah yang menyimpang dari peruntukan yang
telah  disctujui dan  bertentangan  dengan  peraturan
perundang-undangan dikenai  sanksi  sesuai  peraturan
perundang-undangan.
(2)  Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan
pertangoungjawaban  hibah kepada Bupati melalui SKPD
terkait dikenai sanksi berupa tidak dapat diberikan hibah

pada waltu selanjutnya.

BAB X
KISTIENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai  berlaku, maka
Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2012 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
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Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
Pada Tanggal |0 C(€Premiat 2624

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
Pada Tanggal \J C€UTevinEr 20y

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

AH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 2%



